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A. Latar Belakang 
Pemidanaan merupakan salah satu aspek hukum pidana yang 
seringkali menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada kalanya 
pemidanaan itu dirasakan sangat ringan atau sangat berat jika dibandingkan 
dengan perbuatan pelaku.  Padahal dalam penjatuhan pidana, banyak hal 
yang turut dipertimbangkan, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. 
Terlebih lagi jika yang melakukan tindak pidana itu adalah seorang yang 
masih dikategorikan anak oleh undang-undang. 
Anak yang  melakukan Tindak Pidana harus diperlakukan khusus, 
karena ada ketentuan  yang memberikan perlindungan pada anak termasuk 
anak yang melakukan Tindak Pidana yaitu Undang Undang Pengadilan Anak 
(UU No. 3 Tahun 1997) dan Undang Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 
Tahun 2003). Dalam UU Pengadilan Anak, yang dimaksud sebagai Anak 
yaitu Anak berumur tidak lebih dari 18 tahun, selain itu juga ada catatan 
bahwa dalam hal si anak melakukan Tindak Pidana dan umurnya belum 12 
tahun maka penjatuhan sanksi oleh hakimpun berbeda dengan anak yang 






Pembuatan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks 
dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan 
Konecni dan Ebbesen (Yusti Prabowati Rahayu, 1982:85). Dalam upaya 
membuat putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa 
melakukan perbuatan pidana atau tidak. Perbuatan pidana dapat diberi arti 
perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Jika seorang terdakwa 
dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal 
tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung 
jawab atas perbuatan pidana yang melakukan perbuatan pidana dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah 
orang itu sendiri. 
Kebebasan hakim dalam menentukan pemidanaan tentu dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang objektif. Dasar pertimbangan hakim pada 
saat mengambil keputusan mempertimbangkan adanya perbuatan pidana, 
hakim menganalisis perbuatan terdakwa atau tergolong perilaku kriminal atau 
tidak dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Yang menjadi inti 
permasalahan dalam penulisan skripsi yakni dasar pertimbangan hakim 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak. 
 Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis melakukan suatu 
penelitian dengan judul ”Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Atas 





B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap anak yang melakukan Pencurian dalam Putusan nomor: 
89/Pid. Sus/2012/PN.Mrs? 
2. Apakah penjatuhan sanksi terhadap anak anak sebagai pelaku Tindak 
Pidana Pencurian telah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana 
dalam Putusan nomor: 89/Pid. Sus/2012/PN.Mrs? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian Penulis adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana 
terhadap anak yang melakukan Pencurian. 
2. Untuk mengetahui apakah penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai 









D. Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  
1. Memberikan gambaran bagi aparat penegak hukum, bagaimana 
pertimbangan putusan Hakim dalam mengaitkan KUHP dan UU No. 3 
tahun 1997 untuk menjatuhkan pidana terhadap anak? 
2. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim 








A. Pengertian Pemidanaan. 
 Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sehingga kata pemidanaan sering 
diartikan sebagai penghukuman bagi pelaku tindak pidana. 
 Herbert L Packer memberikan pandangan konseptual tentang 
pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda 
antara satu dengan yang lain, yakni Retributive (Retributive View) dan juga 
Utilitaria (Utilitarian View). Pandangan Retributive mengandaikan pemidanaan 
sebagai ganjaran negative terhadap perilaku-perilaku menyimpang yang 
dilakukan warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat bahwa 
pemidanaan itu sebagai upaya pembalasan akibat suatu kesalahan sebagai 
bentuk dari pertanggung jawaban moral masing-masing pelaku. Sedangkan 
pandangan Utilitarian lebih melihat konsep pemidanaan itu sendiri dari sudut 
pandang manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau 
keadaan yang ingin dihasilkan dengan penjatuhan pidana oleh pengadilan 
kepada pelaku kejahatan. 
 Sementara secara garis besar tujuan pemidanaan dapat diklasifikasikan 
kedalam 3 kelompok tujuan pemidanaan, (Leden Marpaung, 2008:105) yaitu: 





2. Teori maksud atau tujuan (Relative/Doeltheorie) 
3. Teori gabungan (Verenigingstheorie) 
 Teori Absolute, memandang bahwa pemidanaan merupakan 
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga beorientasi pada 
perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 
mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata 
karena orang telah melakukan suatu kejahatan, sehingga diperlukannya upaya 
pembalasan yang bertujuan untuk memuaskan tuntutan pengadilan. 
 Teori Relative, memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai  atas 
kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan dan bermanfaat untuk 
melindungi kehidupan masyarakat. Penerapan sanksi lebih digunakan sebagai 
tujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan bukan untuk 
memuaskan Absolut semata. 
 Teori Gabungan, memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, 
karena menggabungkan antara prinsip-prinsip yang dianut dalam teori relative 
dan juga prinsip-prinsip yang dianut dalam Retributive (Absolute). Teori ini 
bercorak ganda yaitu dimana pemidanaan mengandung krakter Absolut sejauh 
pemidanaan dipandang sebagai kritik moral dalam menjawab tindakan yang 





dalam menjawab kritik moral sehingga terjadi perubahan perilaku si pelaku 
dikemudian hari. 
 Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang 
ingin dicapai dengan diterapkannya suatu pemidanaan, yaitu: 
1. Untuk memperbaiki pribadi dari pelaku tindak pidana itu sendiri 
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan tindak kejahatan 
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak manpu untuk melakukan 
kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara 
tertentu yang tidak diperbaiki lagi. 
 
B. Pengertian anak 
Anak adalah penerus bangsa yang tetap harus mendapat 
perlindungan. Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim 
diartikan sebagai orang yang belum dewasa (Minderjarig/Person Under 
Age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur 
(Minderjarigheid/Inferiority) atau kerap juga disebut anak yang dibawah 
pengawasan wali (Minderjarige Ondervoordij). Bertitik tolak pada aspek 
tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (lus Constitutum/Ius 
Operatum) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku 
universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. (Lilik 





Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak 
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin. 
Dalam ketentuan undang-undang ini ditentukan batas minimal dan 
maksimal untuk dapat disebut sebagai anak. Batas minimal anak adalah 
berumur 8 (delapan) tahun, dan jika ada anak yang belum berumur 8 
(delapan) tahun diduga melakukan tindak pidana. Maka terhadap aspek ini 
dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka penyidik 
mengembalikan anak tersebut kepada mereka dan bila tidak dapat dibina 
lagi maka penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial 
setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbingan Kemasyarakatan 
(Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c ditentukan bahwa:Anak 
didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk 
dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berumur 18 
(delapan betas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di lapas 
anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai 





Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal 47 ayat (1) maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentàng KUHAP, batasan 
umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah 
dipergunakan batasan umur dibawah 15 (lima belas) tahun dan belum 
pernah kawin (Pasal 171 KUHAP) dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat 
menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak 
diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP). Dalam 
Pasal 330 KUHPerdata dijelaskan bahwa Anak adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. 
Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang 
yang berumur dibawah 16 (enam belas) tahun. Terhadap hal ini baik secara 
teoretik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana, hakim 
dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali 
atau pemeliharaanya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada 
pemerintah tanpa pidana sebagai anak negara atau juga dapat dijatuhi 
pidana. Akan tetapi ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini berdasarkan 
ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak 





sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 
292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dan 15 (Lima belas) tahun. 
Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh 
pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan 
anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. 
Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat 
anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah 
menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki 
kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf 
perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan 
ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan 
berlainan psikis maupun jasmaninya. 
Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan 
harus dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. 
Namun demikian adalah salah apabila menerapkan kadar nilai orang 
dewasa pada diri anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang 
anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa 
terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan 
perkembangan anak. 





 Pengaturan tentang model pemidanaan baik berupa pidana maupun 
tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 
24 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang sebelum diatur dalam 
Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Ketentuan dari ketiga Pasal KUHP 
tersebut telah dicabut oleh Pasal 67 UU No.3 Tahun 1997. Dengan demikian 
ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang anak saat ini ada diatur dalam 
UU No.3 Tahun 1997. Konsekuensi dicabutnya ketentuan Pasal 45 s/d Pasal 
47 KUHP menyebabkan sistem pemidanaan terhadap anak tidak lagi 
merupakan satu kesatuan sistem yang utuh. 
 Ketentuan mengenai anak dalam Pasal 45 KUHP merupakan salah 
satu bagian dari keseluruhan sistem pemidanaan dan keseluruhan sistem 
pemidanaan anak, karena sistem pemidanaan terhadap anak tidak hanya 
diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 47 KUHP saja, dimana dalam Pasal ini hanya 
mengatur tentang kewenangan  Hakim dalam menjatuhkan putusan tentang 
jenis-jenis sanksi (pidana dan tindakan) dan lamanya pidana untuk anak yang 
melakukan tindak pidana. Dengan dicabutnya Pasal 45 s/d Pasal 47 KUHP, 
maka salah satu sub-sistem pemidanaan anak dalam KUHP sudah tidak ada, 
dan diganti dengan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-UndangNo.3 
Tahun 1997. 
 Dengan demikian aturan mengenai sistem pemidanaan anak yang 





sanksi pidana (Strafsoort) dan lamanya pidana (strafmaat), sekarang berada di 
luar KUHP. Ini berarti aturan khusus tentang “strafsoort” dan “Strafmaat” di 
dalam UU No.3 Tahun 1997 itu telah menjadi aturan baru untuk semua anak, 
menggantikan aturan umum yang ada di dalam KUHP. 
 Perbandingan pengaturan terhadap ketentuan hukum pidana terhadap 
anak dapat dilihat sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak 
No. 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 KUHP, dan 
membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-Undang 
No. 3 Tahun 1997 (Pasal 23 ayat 2) antara lain yaitu: 
a. Pidana Penjara (maksimal 10 tahun) 
b. Pidana Kurungan 
c. Pidana Denda, atau  
d. Pidana Pengawasan 
Terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur 
hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh) 
tahun. Jenis pidana baru dalam Undang-Undang ini, adalah pidana 
pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP, sedangkan pidana tambahan 
bagi anak nakal, dapat berupa: 
a. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau 





 Ketentuan dalam UU No.3 Tahun 1997, ancaman pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap anak nakal pelaku tindak pidana, dalam ketentuan Pasal 
26 (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 ditegaskan paling lama setengah dari 
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak 
pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur 
hidup, maka bagi anak ancaman pidana maksimum 10 (sepuluh) tahun. 
Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP 
tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman 
hukuman bagi orang dewasa. 
 Selanjutnya dalam ketentuan UU No.3 Tahun 1997 menentukan, bagi 
anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur 
hidup, sesuai Pasal 24 (1) huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, maka 
terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan 
anak itu kepada negara untukmengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan 
kerja. 
 Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai 
Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, paling lama 
(maksimum) setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang 
dewasa. Demikian juga dengan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada 





maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda itu 
ternyata tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan wajib latihan kerja 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 
(empat) jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari. Ketentuan 
ini mengikuti Pasal 4 Permenaker No. : Per-01/Men/1987 yang menentukan 
anak yang terpaksa bekerja tidak boleh bekerja lebih dari 4 (empat) jam sehari, 
dan tidak diperkenankan bekerja pada malam hari. 
 Dalam hal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
maksimal 2 (dua) tahun, maka dalam hal demikian sesuai Pasal 29 Undang-
Undangg No. 3 Tahun 1997 dimana Hakim dapat menjatuhkan hukuman 
pidana bersyarat. Ini sepenuhnya bergantung kepada Hakim untuk 
menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, 
maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak 
nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana 
bersyarat. Sementara syarat khusus misalnya tidak dapat mengemudikan 
kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang 
diprogramkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Jadi syarat umum tidak 
mengulangi tindak pidana lagi, sedangkan syarat khususnya melakukan atau 
tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan 
mengusahakan kebebasan anak. Masa hukuman syarat khusus harus lebih 





 Selama masa hukuman bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal 
dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara bimbingan dilakukan oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuan adalah agar anak nakal itu menepati 
syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani hukuman bersyarat 
dibimbing di Balai Permasyarakatan. Selama berstatus sebagai Klien 
Pemasyarakatan, anak nakal dapat mengikuti pendidikan sekolah. 
 Pasal pengawasan yang dapat dilakukan terhadap anak nakal yang 
melakukan tindak pidana yang diatur dalam (Pasal 1 angka 2 huruf Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997), sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 
1997 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Selain itu 
dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai pidana pengawasan, yaitu 
pidana khusus yang dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-
hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh 
seorang Pembimbing Kemasyarakatan. 
Anak nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara (Pasal 
31 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan anak sebagai anak Negara. Pembinaannya menjadi tanggung 
jawab Lembaga Pemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada Menteri 
Kehakiman RI, agar Anak Negara tersebut ditempatkan di Lembaga 





adalah untuk kepentingan dan masa depan anak. Atau dalam hal kepentingan 
anak menghendaki, anak itu dapat diserahkan kepada Panti Sosial Pemerintah 
atau swasta, atau Orang Tua Asuh (OTA) yang memenuhi syarat. 
 Dalam hal Hakim menetapkan anak nakal harus mengikuti pendidikan 
pembinaan dan latihan kerja (Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997), 
maka Hakim dalam penetapannya menentukan lembaga tempat pendidikan 
pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan. Untuk menentukan, apakah 
kepada anak nakal akan dijatuhkan pidana atau tidak, maka Hakim 
memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana atau kenakalan yang 
dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah 
tangga orang tua / wali / orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, 
dan keadaan lingkungannya. Di samping itu Hakim juga wajib memperhatikan 
Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. 
 Dibanding ketentuan pidana terhadap anak yang terdapat dalam 
ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 dan beberapa Negara lainnya dapat diketahui 
ketentuan usia anak yang dapat dikenakan pidan (usia 12-18 tahun). Masih 
tergolong relative muda dibandingkan dengan ketentuan Negara-Negara lain. 
Ketentuan ini memberikan gambaran perlindungan hukum tentang hak-hak 
anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 masih perlu diperbaharui. Permasalahan 
lain dalam ketentuan jenis sanksi dan lamanya sanksi pidana, tidak membuat 





menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Menurut Barda Nawawi 
Arief,S.H di dalam dokumen-dokumen internasional, seperti SMR-JJ (The 
Beijing Rules) dinyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh pejabat yang 
berwenang (termasuk Hakim Pengadilan) harus berpedoman pada prinsip-
prinsip sebagai berikut: 
a. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana) selalu harus diseimbangkan 
tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot atau keseriusan tindak 
pidana itu sendiri (the circumstances and the gravity of the offences), tetapi 
juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak (the circumstances 
end the needs of the society) dan dengan kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat (the needs of the society). 
b. Pembatasan kebebasan atau kemerdekaan pribadi anak (restrictions on the 
personal liberty of the juvenile) hanya dikenakan setelah pertimbangan yang 
hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin. 
c. Perampasan kemerdekaan pribadi (deprivation of personal liberty) jangan 
dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius (termasuk tindak 
kekerasan terhadap orang lain) atau terus menerus melakukan tindak 






d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam 
mempertimbangkan segala aspek keputusan dalam perkara yang 
melibatkan anak. 
 Rancangan KUHP Tahun 2005 telah merumuskan ketentuan tentang 
pidana dan tindakan bagi anak, yaitu diatur dalam Pasal 110 s/d Pasal 128 
RUU KUHP. Pasal 111 memberikan pedoman kepada Hakim untuk 
menjatuhkan sanksi pidana tindakan anak. 
Pasal 111 berbunyi:  
(1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman 
pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, demi 
kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat 
ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, 
penuntut umum, dan petugas kemasyarakatan. 
(2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan syarat:  
 
a. Anak tidak akan melakukan tindak pidana,; dan atau  
 
b. Anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian 
kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. 
 
D. Sanksi Tindakan Bagi Anak. 
 Selain sanksi pidana, tindakan merupakan kertentuan yang dapat 
dikenakan kepada anak nakal. Ketentuan tindakan dalam UU No. 3 Tahun 1997 
daitur dalam Pasal 24. 





(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: 
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh 
b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembidaan dan latihan kerja atau; 
c. Menyarahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan 
dan latihan kerja. 
 
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan 
teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. 
 Sedangkan jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam 
KUHP Belanda, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana (http//:www.docstock.com) antara lain: 
a) Penetapan pada lembaga khusus untuk anak (committal enn to an 
institution for young persons; plaatsing in een inrichting voor jeugdigen). 
b) Penyitaan (confiscation; onttrekking aan bet verkeer) 
c) Perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum (deprivation of 
uniawfully obtained gains; ontnemng van wederrechtelijk verkregen 
voordell). 
d) Pemberian kompensasi / ganti rugi atau suatu kerusakan (compensation 
for the damage; schade vergoeding). 
 Dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal yang 
belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (angka 2 huruf a) yang diancam 





mati atau seumur hidup tidak dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan 
tindakan. Untuk dapat dijatuhkan ke depan sidang Pengadilan Anak, maka 
anak nakal minimum telah berumur 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 
(delapan belas) tahun. 
 Sementara anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, 
walaupun melakukan tindak pidana belum dapat dijatuhkan ke sidang 
Pengadilan Anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologi dan 
psikologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal 
anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur 12 (dua belas) tahun, 
akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum 
nikah maka ia diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak. 
 Dalam UU No. 3 Tahun 1997 sanksi terhadap anak nakal yang 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf 
(a) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan anak yang melakukan 
perbuatan terlarang bagi anak sesuai Pasal 1 angka 2 HURUF (b) undang-
undang No. 3 Tahun 1997 dapat diberi tindakan disertai dengan teguran 
dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. Syarat tambahan 
itu misalnya kewajiban untuk melapor  secara preodik kepada Pembimbing 
kemasyarakatan. Untuk menentukan apakah si anak akan dikenakan 





Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) haruslah dengan memperhatikan berat 
ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib 
memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, orang tua 
wali, orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga, keadaan 
penghuninya dan memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. 
 Berbeda dalam ketentuan di Negara asing tersebut, adapun tindakan 
yang dapat dikenakan kepada anak nakal berdasarkan Pasal 24 Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: 
a. Dikembalikan Kepada Orang Tua/Wali/Orang Tua Asuh. 
 Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua / wali / 
orang tua asuh, apabila menurut penilaian Hakim si anak masih dapat 
dibina di lingkungan orang tuanya / wali / orang tua asuhnya. Namun 
demikian si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan 
pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan 
kepramukaan, dan lain-lain. 
b. Diserahkan Kepada Negara. 
 Dalam hal menurut penilaian Hakim pendidikan dan pembinaan 
terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarga 





itu diserahkan kepada negara dan disebut sebagai Anak Negara. Untuk itu 
si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak dan wajib mengikuti 
pendidikan dan latihan kerja. Tujuannnya untuk memberi bekal 
keterampilan kepada anak, dengan memberikan keterampilan-keterampilan 
sehingga nantinya anak dapat hidup mandiri. 
c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial. 
 Tindakan lain yang mungkin dapat dijatuhkan Hakim kepada anak 
nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, 
dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya 
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh 
Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau oleh Departemen 
Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka 
Hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan, seperti, pesantren, panti sosial, dan lembaga 
sosial lainnya (Pasal 24 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 3 Tahun 
1997). Apabila anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, 
maka harus diperhatikan segala kebutuhan dari anak yang bersangkutan. 
 Disamping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai 





sesuai Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Teguran itu 
berupa peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak, atau 
tidak langsung melalui orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya. 
Maksud dari teguran ini, maka anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan 
yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan tersebut. Sementara itu syarat-
syarat tambahan juga dapat diberikan oleh Hakim, misalnya kewajiban 
untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada 
waktu-waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, atau pada 
hari-hari tertentu lainnya. 
 
E. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Pencurian merupakan delik yang dimana tindak pidana ini diatur dalam 
pasal 362 KUHP yang berbunyi: 
“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruh atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun, atau denda Sembilan ratus rupiah” 
Melihat dari rumusan Pasal tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa 
tindak pidana pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formil atau 
Schrijving, dimana tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman 





Didalam Pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsur tindak pidana pencurian 
yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk (P.A.F.Lamintang, 
1979:79) yaitu: 
a. Unsur-unsur subyektif, yaitu: 
 Perbuatan mengambil atau Wegnemen 
 Suatu benda atau Enig Goed 
 Sifat dari benda itu, yakni: 
1. Seluruhnya kepunyaan orang lain 
2. Sebagian milik orang lain 
b. Unsur-unsur objektif, yaitu: 
 Maksud atau Oogmerk dari si pembuat 
 Untuk menguasai banda itu sendiri atau Omzich Toe Te Elgenen 
 Secara melawan hak atau Wederrechtelijk 
Setelah kita mengetahui unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP, 
selanjutnya penulis akan membahas satu demi satu dari unsur-unsur itu sesuai 
dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang. 
1. Mengambil 
Perbuatan mengambil itu harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan 
untuk membawa sesuatu benda yang sebelumnya berada di bawah 





yang nyata dan mutlak. Untuk dapat memiliki suatu benda agar dapat 
berada di bawah penguasaannya, pertama-tama tentunya ia harus memiliki 
niat, dan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan maksudnya, misal 
dengan cara menjulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil, dan 
kemudian memindahkannya dari penguasaan sebelumnya. 
2. Barang  
Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 
KUHP, dapat diketahui bahwa benda atau Goed harus diartikan sebagai 
Stoffelijk Goed Dat Vatbaar is Voor Verplaatsing atau benda berwujud yang 
menurut sifatnya dapat dipindahkan. Apabila kita merujuk kepada Pasal 509 
Burgerlijk Wetbook, yang dimaksud benda bergerak adalah benda-benda 
yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan 
dalam Pasal 510 Burgerlijk Wetbook benda-benda bergerak yaitu, kapal, 
perahu, ponton itu digolongkan ke dalam benda-benda yang bergerak. 
Pada tahun 1957 Satauchid Kartanegara, Wakil Ketua mahkamah 
Agung pada saat itu, dan juga sebagai Guru Besar Universitas Indonesia, 
serta Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian mengajarkan bahwa yang dapat 
dijadikan objek dari kejahatan pencurian adalah “Stoffelijk Enreorendgoed” 
misal daun pintu atau daun jendela yang lepas, di samping tenaga listrik 





3. Maksud (Oogmerk) 
Perkataan Oogmerk di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai 
arti yang sama dengan Opzet atau yang biasa diterjemahkan 
sebagai kesengajaan. Seperti kita ketahui kesengajaan itu dapat 
diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: 
 Kesengajaan dengan maksud atau tujuan  
 Kesengajaan keinsafan kemungkinan  
 Kesengajaan keinsafan kepastian  
Jadi Opzet atau maksud harus ditujukan untuk menguasai barang 
yang diperoleh dari orang lain secara melawan hukum. Ini berarti harus 
dibuktikan bahwa: 
 Bahwa maksud dari orang itu adalah demikian atau dengan kata 
lain bahwa orang itu memiliki maksud untuk menguasai barang 
yang diambilnya itu untuk dimiliki. 
 Bahwa pada saat orang itu mengambil barang tersebut, ia 
mengetahui bahwa benda itu merupakan hak milik orang lain. 
 Bahwa dengan perbuatannya itu, ia mengetahui bahwa 
perbuatannya itu salah dan tidak berhak untuk melakukan hal 
yang demikian. 






Perkataan menguasai atau Zich Toeeigenen sebagaimana yang 
disebutkan dalam rumusan delik Pasal 362, maksudnya bahwa agar benda 
atau barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, baik itu 
dijual, disembunyikan, diberikan, digadaikan, dsb haruslah barang tersebut 
dimiliki atau dikuasai terlebih dahulu oleh pelaku dari tangan pemilik 
sebelumnya. 
Di dalam Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 
362 KUHP bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai dimana 
ia mengadakan suatu keadaan seolah-olah ialah pemilik dari benda atau 
barng tersebut. Jadi sekarang timbul pertanyaan bahwa apakah setiap 
tindakan memiliki atau menguasai merupakan perbuatan melawan hukum? 
Jawabannya tentu tidak, hanya perbuatan-perbuatan yang melawan hak 
saja yang diperhitungkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 
F. Jenis-Jenis Pencurian. 
a. Pencurian Ringan. 
Pencurian ringan atau yang disebut Geprivilegeerde Diefstal diatur 
dalam Pasal 364 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian ringan atau 
Geprivilegeerde Diefstal adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-





ditambah dengan unsur-unsur lain, maka ancaman hukumannya 
diperingan. 
Perlu diketahui, bahwa pencurian keluarga atau Familie Diefstal 
seperti yang diatur dalam Pasal 367 KUHP itu tergolong dalam suatu jenis 
pencurian ini. Sebagaimana bunyi Pasal 364 KUHP, yaitu: 
“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 butir 4, begitupun perbuatan 
yang diterangkan dalam 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang 
dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena pencurian 
ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak dua ratus lima puluh rupiah.” 
Tidak ada kesulitan untuk mengetahui secara tepat apa yang diatur 
dalam Pasal 364 KUHP, kecuali untuk pembaca Undang-Undang agar 
dapat menafsirkan pasal ini. Adapun unsur-unsur pencurian ringan ini, 
antara lain: 
1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 362 KUHP). 
2. Pencurian yang tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman. 
3. Pencurian yang tidak dilakukan di dalam sebuah pekarangan tertutup 





4. Harga yang dicuri tidak melebihi harga dua puluh lima ribu rupiah. 
Dimaksud pencurian ringan selain diatur dalam Pasal 364, jenis 
pencurian ringan atau Vilegeerde Diefstal diatur pula dalam Pasal 367 
mengenai pencurian dalam lingkungan keluarga. Adapun bunyi Pasal yaitu: 
(1). Jika si pembuat atau si pembantu dari salah satu kejahatan dalam BAB 
ini dari suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak 
terpisah meja dan ranjang atau pembantu itu tidak mungkin diadakan 
tuntutan pidana. 
(2). Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau 
terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah saudara sedarah atau 
semenda baik itu dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat 
kedua, maka terhadap orang itu hanya boleh diadakan penuntutan jika 
ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. 
(3). Yang menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh 
orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di 
atas berlaku juga bagi orang itu. 
 Pada tahun 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak 
Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. PERMA ini dibuat 
berdasarkan banyaknya sorotan masyarakat tentang kasus-kasus 
pencurian dengan nilai barang kecil yang diadili dalam sidang Pengadilan. 
 Akibat banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke 
Pengadilan sungguh sangat membebani Pengadilan itu sendiri baik itu dari 
segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap Pengadilan. 





itu berjalan hingga ke Pengadilan, dan pihak-pihak mana saja yang 
berwenang dalam setiap tahapan proses perkara pidana itu sendiri. 
Sehingga pada saat persidangan berlangsung pengadilan menjadi sorotan 
masyarakat agar nantinya Pengadilan dapat memutus sesuai rasa keadilan 
yang hidup di dalam masyarakat. 
 Bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka mahkamah 
Agung melakukan penyesuaian-penyesuaian nilai barang hasil kejahatan 
dengan berpedoman dengan nilai kurs mata uang dan nilai jual emas yang 
pada tahun 2012 ini mencapai kisaran lima ratus sembilan rupiah per gram 
(Rp.590.000/gram) dibanding  pada tahun 1960 pada saat ditetapannya 
Undang-Undang ini yang berada pada kisaran lima puluh rupiah koma lima 
satu per gramnya (Rp. 50,51/gram). Sehingga untuk itu Mahkamah Agung 
berkesimpulan untuk setiap nilai kerugian akibat suatu kejahatan yang 
tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan 
ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh 
penjual), Pasal 407 (1) (pengerusakan ringan), dan Pasal 482 (penadahan 
ringan) dikalikan 10.000 kali dari nilai kerugian sesuai dengan jenis-jenis 
kejahatan yang tercantum dalam PERMA ini. 





 Pencurian dengan pemberatan atau yang disebut gequalificeerde 
diefstal adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari 
perbuatan pencurian di dalam bentuk pokoknya, ditambah dengan unsur-
unsur lain, sehingga ancaman hukumannya diperberat, sebagaiman yang 
diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. 
 Adapun pencurian berat yang dimaksud serta diatur dalam Pasal 363 
KUHP mempunyai rumusan yaitu: 
1) Diancam dengan pidana penjara tujuh tahun : 
a. Pencurian ternak 
b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, 
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya 
perang. 
c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di 
sekitar situ yang tidak diketahui oleh orang yang berhak. 
d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
e. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan, atau 
untuk sampai pada suatu barang yang diambil, dilakukan dengan 
cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai 
anak kunci palsu, atau jabatan palsu. 
 Sedangkan dalam Pasal 365 sebagai rumusan yang diancam sebagai 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian 
yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap 
menguasai barang yang dicuri. 





a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di 
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
b. Jika dilakukan oleh dua orang atau secara lebih secara bersekutu. 
c. Jika masuk kedalam tempat suatu kejahatan dengan merusak atau 
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, 
atau jabatan palsu. 
d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana 
paling lama lima belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau 
selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan dua orang atau 
lebih secara bersekutu, disertai pula salah satu hal yang diterangkan 
dalam No.1 dan 3. 
 
F.Putusan Dalam Perkara Pidana  
1. Pengertian Putusan 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis. Dalam 
putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkannya dalam putusan tersebut. 
Rusli Muhammad (2007:199) mengemukakan bahwa: 
"Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses sidang 
pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan 
terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian 
dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil 
keputusan" 
Dalam pengambilan setiap putusan, haruslah berdasar pada surat 





yang terbukti saat persidangan. Selain itu, pengambilan putusan juga ditempuh 
melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. 
Andi Hamzah dan Irdan Dahlan (1987:12) menyatakan bahwa: 
"Suatu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan 
keputusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah 
ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar 
pemeriksaan dipengadilan" 
Leden Marpaung (1992:406) mengemukakan bahwa: 
"Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari 
pemeriksaan perkara disidang pengadilan" 
Definisi tentang putusan pengadilan juga diatur dalam Pasal 1 butir 
11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: 
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang hukum acara pidana." 
2. Jenis-Jenis Putusan 
Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dikenal 3 jenis putusan pengadilan 
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni 
pada Pasal 191 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), yang digolongkan menjadi: 
a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum; 





c. Putusan yang mengandung pemidanaan. 
Rusli Muhammad (2007:201) mengemukakan bahwa: 
"Putusan bebas dari segala tuntutan hukum adalah putusan pengadilan 
yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan." 
Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, yang berbunyi: 
"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dikwakan kepadanya tidak 
terbukti secara dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas." 
Martiman Prodjohamidjojo (1983:15) mengemukakan bahwa, dakwaan tidak 
terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHP tidak terpenuhi, 
yakni dikarenakan: 
1. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut 
oleh Pasal 184 KUHP. Jadi, misalnya hanya ada satu saksi, tanpa 
diteguhkan bukti lain. 
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai 
keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat dua keterangan 
saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. 





Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut: 
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
bersalah melakukannya." 
Melihat ketentuan Pasal tersebut di atas, dijelaskan bahwa adanya dua alat 
bukti yang sah itu, belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi 
seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah, hakim dapat memperoleh 
keyakinan apakah benar sebuah delik benar-benar terjadi dan terdakwa benar-
benar melakukan delik tersebut dan bersalah. Sebaliknya, keyakinan hakim saja 
tidak cukup, jika keyakinan tersebut sudah tidak ditimbulkan oleh sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah. 
Selain putusan bebas dari segala tuduhan hukum, KUHAP juga mengatur 
tentang jenis putusan yang kedua yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 
Hal ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) yang berbunyi: 
"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka 
terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." 
Rusli Muhammad (2007:202) mengemukakan bahwa: 
"Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melalui 
pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak 





Pelepasan dari segala tuntutan pidana yang dimaksudkan ialah apabila 
terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut 
perbuatannya sendiri maupun pelaku perbuatan itu, misalnya yang terdapat pada 
Pasal 44 KUHP yakni orang sakit jiwa atau cacat jiwa, Pasal 48 KUHP tentang 
keadaan memaksa (over macht), atau Pasal 50 KUHP, yakni melakukan 
perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. 
P.A.F Lamintang (1985:215) menjelaskan bahwa: 
"Putusan pengadilan berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala 
tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan 
banding, misalnya apabila terdakwa merasa tidak puas dengan putusan 
pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala 
tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya 
membebaskan dirinya dari pemidanaan. Demikian pula jika perkara itu 
berkenaan dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan lalu lintas jalan." 
Selain kedua jenis putusan diatas, terdapat pula satu jenis putusan lagi yang 
diatur dalam KUHAP yakni putusan yang mengandung pemidanaan. Jenis 
putusan ini diatur dalam Pasal 193 Ayat (3) KUHAP sebagai berikut: 
"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan 
pidana." 
Rusli Muhammad (2007:204) mengemukakan bahwa: 
"Jenis putusan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana 
kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah 






Dari hal-hal tersebut diatas mengenai putusan yang mengandung 
pemidanaan, dapat dijelaskan bahwa kesalahan terdakwa dibuktikan dengan 
minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu 
berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim, 
maka syarat penjatuhan pidana telah terpenuhi. 
Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung 
pemidanaan harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan 
memberatkan terdakwa, Apabila terdakwa masih belum berusia 16 tahun saat 
melakukan tindak pidana, hakim dapat menggunakan Pasal 45 KUHP yang 
memberikan kemungkinan, menjatuhkan pidana berupa menyerahkan kepada 
pemerintah, dikembalikan ke orang tua atau wali tanpa ada pidana apa pun. 
Pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat berupa 
dari salah macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, antara lain 
pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. 
Putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) sampai dengan 
Ayat (3), dinyatakan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan 
pada persidangan terbuka untuk umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 195 
KUHAP  bahwa "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 





Selain jenis-jenis putusan yang terdapat pada KUHAP sebagaimana yang 
telah diuraikan diatas, Bambang Poernomo (1085:51) mengemukakan tentang 
beberapa jenis putusan lainnya, yakni: 
1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi 
berupa tindakan hakim misalnya, memasukan ke rumah sakit jiwa, 
menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan Iain-
Iain. 
2. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk 
mengadili perkara terdakwa, misalnya, terdakwa menjadi kewenangan 
untuk diadili oleh Mahkamah Militer. 
3. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan 
batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal 
undang-undang, misalnya, surat tuduhan tidak terang mengenai waktu 
dan tempat perbuatan yang dilakukan. 
4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan 
yang diajukan oleh penuntut umum (niet ontvankeliijk verklaring), 
misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau 
diadukan oleh korban/keluarganya. 
3. Syarat Sah dan Isi Putusan 
Dalam suatu putusan pengadilan, terdapat beberapa ketentuan yang harus 





Tanpa memuat ketentuan-ketentuan tersebut, dapat mengakibatkan putusan itu 
batal demi hukum. 
Yahya Harahap (1986:879-870) mengemukakan bahwa: 
"Sekalipun ketentuan Pasal seolah-olah hanya merupakan syarat terhadap 
putusan pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan dari segala  tuntutan   
hukum,   pada   hakikatnya  ketentuan   Pasal  297 berlaku terhadap jenis 
putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan 
batal demi hukum, kecuali terhadap putusan yang berupa "penetapan" tidak 
berwenang mengadili". 
Dengan memperhatikan  Pasal  197 KUHAP,  Rusli Muhammad (2007: 
207-212), mengemukakan isi surat putusan harus terdiri dari: 
a. Kepala putusan 
b. Identitas terdakwa 
c. Dakwaan jaksa penuntut umum 
d. Pertimbangan yang lengkap 
e. Tuntutan pidana penuntut umum 





g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa 
i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti 
j. Penjelasan tentang surat palsu 
k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau pembebasan. 
Kepala putusan dalam setiap putusan harus memuat kalimat "Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut merupakan ikrar bagi 
hakim dengan Tuhannya bahwa apa yang akan diputuskan dan termuat didalam 
putusannya tidak lain adalah semata-mata suatu keadilan sesuai apa yang 
menjadi kehendak Tuhan. Sedangkan, identitas terdakwa yang ada dalam 
ketentuan tersebut, adalah meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal 
lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. 
Dakwaan jaksa penuntut umum yang merupakan salah satu ketentuan 
yang harus ada dalam suatu putusan, menurut Rusli Muhammad (2007:208) 
adalah: 
"Dakwaan yang harus dicantumkan dalam putusan adalah keseluruhan 
materi yang terdapat dalam surat dakwaan dan telah dibacakan jaksa 
penuntut umum disidang pengadilan. Keseluruhan materi surat dakwaan 





197 ayat (1) huruf c yang berbunyi "Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam 
surat dakwaan"." 
Penjelasan mengenai pertimbangan yang lengkap yakni, setiap putusan   
harus   memuat  pertimbangan   yang   disusun   dari  fakta   dan keadaan   beserta   
alat   pembuktuan   yang   terungkap   di   persidangan, terutama   mengenai   fakta   
atau   keadaan   yang   "memberatkan"   dan "meringankan" terdakwa. 
Pasal 197 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:  
"Yang dimaksud dengan 'fakta dan keadaan di sini' ialah segala apa yang 
ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain, 
penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban." 
Ketentuan lain yang harus ada yakni, tuntutan pidana penuntut umum. 
Tuntutan pidana yang dimaksud adalah uraian jaksa penuntut umum sebagaimana 
yang terdapat didalam surat tuntutan, atau dapat juga disebut requistor. Kedua 
istilah ini dapat dipersamakan karena pengertian requistor adalah kesimpulan 
penuntut umum disertai dengan permintaan kepada hakim untuk menjatuhkan 
putusan. 
Ketentuan selanjutnya yang harus ada dalam sebuah putusan, yakni 
adanya Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan. Pasal yang 
dimaksudkan disini adalah Pasal yang menjadi dasar pemidanaan dari tindakan 





Ketentuan lain yang harus ada yakni, hari dan tanggal diadakannya 
musyawarah majelis. Hal ini diatur dalam Pasal 179 ayat (1) huruf g KUHAP, yang 
secara tegas berbunyi:"Surat putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal 
diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim 
tunggal" 
Selanjutnya, dalam sebuah putusan yang harus ada yakni pernyataan 
kesalahan terdakwa., karena inti putusan pengadilan dapat terletak pada disini. 
Pernyataan hakim dalam putusannya tidak selamanya memuat pernyataan 
kesalahan tetapi dalam keadaan tertentu dapat pula memuat pernyataan tidak 
bersalahnya terdakwa. Pernyataan kesalahan terdakwa hanya dapat disebutkan di 
dalam putusan jika hakim setelahnya melakukan pemeriksaan mempunyai 
keyakinan berdasarkan alat-alat bukti bahwa terdakwa telah terbukti melakukan 
apa yang didakwakan kepadanya dan ia mempunyai kesalahan atas perbuatan 
yang dilakukannya. 
Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti juga menjadi salah 
satu ketentuan yang harus ada sebagai syarat sahnya suatu putusan. Pasal 222 
KUHAP telah mengatur tentang pembebanan biaya perkara yakni yang pertama 
kepada terdakwa dan kedua kepada negara. Terdakwa dibebani biaya perkara 
apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan, sementara dibebankan kepada negara apabila putusan yang 





Mengenai penentuan barang bukti diatur dalam Pasal 194 KUHAP, dan harus 
disebutkan dalam setiap putusan baik putusan pemidanaan, putusan bebas, dan 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 
Ketentuan lainnya yang harus ada ialah penjelasan tentang surat palsu. Hal 
ini dilakukan jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya surat otentik dianggap 
palsu, yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, maka kepalsuan itu 
harus dijelaskan dalam putusan. 
Ketentuan terakhir yang harus ada sebagai syarat sahnya suatu putusan   
adalah   perintah   penahanan,   tetap   dalam   tahanan,   atau pembebasan. Hal 
ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, bahwa selain yang sudah 
disebutkan di atas, setiap putusan pemidanaan harus pula memuat keterangan 
status terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan.  Dalam Pasal ini,  









A. Lokasi Penelitian. 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan 
yang diperlukan dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka Penulis 
akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Maros.. 
B. Jenis dan Sumber. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer : 
Data yang diperoleh melalui wawancara (interview) dengan para pihak yang 
terkait. 
2. Data Sekunder : 
Data yang diperoleh dari dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-
undangan yang berkaitan erat dengan obyek. 
C. Metode Pengumpulan Data. 
 Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis menggunakan 
metode sebagai berikut : 





Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan membaca literatur 
yang berkaitan dengan materi pembahasan berupa dokumen, buku, makalah, 
dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan 
Pengumpulan data dilapangan dengan cara melakukan wawancara 
(interview) dengan hakim yang menangani perkara atau terkait dengan 
objek penelitian ini. 
D. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder akan dianalisis 
secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan 
sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data 
sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dengan 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalm memutus 
perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pemidanaan 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara 
nomor: 89/Pid. Sus/2012/PN.Mrs, Penulis akan menguraikan bagaimana 
posisi kasus, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penunut Umumm 
Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
 Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2012 sekitar jam 01.00 wita, 
antara matahari terbit dan terbenam atau setidak-tidaknya dalam bulan 
Januari 2012 AA bersama-sama dengan AB dan AC, bertempat di 
Perumahan Regency Maros (tepat di rumah saksi dan korban BA, 
kecamatan Turikale Kabupaten Maros, telah mengambil sesuatu barang 
yaitu 1 (satu) unit sepeda Dopplengangger yang sebagian atau seluruhnya 
milik orang yaitu milik BB Dengan maksud untuk memiliki secara melawan 
hukum, yang dilakukan secara dua orang atau lebih secara bersama-sama 
pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang 
ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tanpa diketahui atau 
tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak perbuatan mana dilakukan 





- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa 
AA datang bersama AB dan AC dengan mengendarai sepeda motor 
datang ke kontrakan saksi BA di Perumahan Regency kemudian 
Terdakwa bersama AB lalu bergerak ke belakang rumah kontrakan saksi 
BA Sementara AC mennunggu diluar sambil mengawasi disekeliling 
jangan sampai ada orang yang melihat; 
- Setelah berada dibelakang rumah kontrakan saksi BA, AB membuka 
pintu dapur yang terbuat dari seng yang terkunci dengan cara 
menggoyang goyangkan pintu seng tersebut sehingga terbuka 
kemudian AB masuk ke dalam rumah kontrakan saksi BA, sementara 
Terdakwa AA tetap berada diluar sambil berjaga-jaga; 
- Setelah masuk di dalam AB lalu mengambil sepeda lipat Doppelgannger 
dan menyerahkan kepada Terdakwa yang berjaga-jaga diluar rumah, 
kemuadian Terdakwa lalu menjinjing sepeda tersebut kearah depan 
rumah kontrakan saksi BA dimana pada saat itu AA telah menunggu 
kemudian Terdakwa lalu mengendarai sepeda tersebut untuk dibawa 
pulang kerumahnya dengan di ikuti oleh AB dari belakang dengan 
menggunakan sepeda motor sedangkan AC masih berada didalam 
rumah kontrakan tersebut dan mengambil lagi jam tangan, 6 (enam) 





hitam abu-abu, 1 (satu) topi merk New Era warna hitam putih dan 
1(satu) buah tas yang dimasukkan kedalam karung ; 
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama dengan AB dan AC, saksi 
BA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta 
rupiah) atau lebih dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) . 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 
DAKWAAN :  
 Bahwa Terdakwa AA Bersama-sama dengan AB dan AC (dalam 
berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2012 sekitar 
jam 01.00 wita, antara matahari terbit dan terbenam atau setidak-
tidaknya dalam bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada 
tahun 2012, bertempat di Perumahan Regency Maros (tepat di 
rumah saksi dan korban BA kecamatan Turikale Kabupaten 
Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu , yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, 
telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda 
Dopplengangger yang sebagian atau seluruhnya milik orang yaitu 
milik BA dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, 
yang dilakukan secara dua orang atau lebih secara bersama-
sama pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu 
tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak 
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika 
Terdakwa datang bersama AB dan AC (dalam berkas 
terpisah) dengan mengendarai sepeda motor datang ke 





Terdakwa bersama AB lalu bergerak ke belakang rumah 
kontrakan saksi BA Sementara AC (dalam berkas terpisah) 
menunggu diluar sambil mengawasi disekeliling jangan 
sampai ada orang yang melihat; 
- Bahwa setelah berada dibelakang rumah kontrakan saksi AB 
(dalam berkas terpisah) membuka pintu dapur yang terbuat 
dari seng yang terkunci dengan cara menggoyang goyangkan 
pintu seng tersebut sehingga terbuka kemudian AC (dalam 
berkas terpisah) lalu masuk ke dalam rumah kontrakan saksi 
BA, sementara Terdakwa tetap berada diluar sambil berjaga-
jaga; 
- Bahwa setelah masuk di dalam AB (dalam berkas terpisah) 
lalu mengambil sepeda lipat Doppelgannger dan 
menyerahkan kepada Terdakwa yang berjaga-jaga diluar 
rumah, kemudian Terdakwa lalu menjinjing sepeda tersebut 
kearah depan rumah kontrakan saksi AC dimana pada saat itu 
AC (dalam berkas terpisah) telah menunggu kemudian 
Terdakwa lalu mengendarai sepeda tersebut untuk dibawa 
pulang kerumahnya dengan di ikuti oleh AB (dalam berkas 
terpisah) dari belakang dengan menggunakan sepeda motor 
sedangkan AC masih berada didalam rumah kontrakan 
tersebut dan mengambil lagi jam tangan, 6 (enam) pasang 
sepatu yaitu:  
1. 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna merah putih ; 
2. 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hijau putih ; 
3. 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam putih ; 
4. 1 (satu) pasang sepatu merk supra warna biru; 
5. 1 (satu) pasang sepatu merk supra abu-abu gelap 
kombinasi putih; 
6. 1 (satu) pasang sepatu merk Circa warna hitam abu-abu; 
 
2 (dua) buah topi yaitu 1 (satu) topi merk circa warna hitam 
abu-abu, 1 (satu) topi merk New Era warna hitam putih dan 





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama dengan AB 
(dalam berkas terpisah) saksi BA mengalami kerugian 
sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau lebih 
dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ; 
 
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 
363 ayat 2 KUHP ; 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan (Requesitoir) Penuntut Umum yang dibacakan 
dipersidangan pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa AA terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana pasal 363 ayat 2 KUHP ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AA dengan pidana 
penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa 
berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; 
3. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (duaribu rupiah) ; 
 
4. Pertimbangan Hakim 
 Majelis Hakim dalam Putusan perkara Nomor: 89/Pid. 
Sus/2012/PN.Mrs, mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
yakni berupa dakwaan tunggal Pasal 363 (2) KUHP, keterangan para 
saksi dan keterangan terdakwa serta seluruh fakta yang terungkap 





 Majelis Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat 
Hukumnya yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
Memohon keringanan hukuman dari hakim yang mengadili perkara ini. 
Dan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi, dan Terdakwa masih ingin bersekolah lagi;- 
Telah pula mendengar secara lisan dari Litmas yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian di jelaskan bahwa ia 
Terdakwa masih tergolong anak-anak yang baik kiranya ia Terdakwa 
dapat dihukum yang seiringan-ringannya ataukah dikembalikan kepada 
orang tuanya karena masih perlu mendapatkan bimbingan.  
Selain dari hal tersebut di atas, Majelis hakim juga telah 
mempertimbangkan Tuntutan Jaksa Penuntut umum yang intinya 
menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 (2) KUHP., 
Majelis telah mempertimbangakn apakah perbuatan terdakwa 
memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa 
Penununtut Umum sebagai berikut: 
Menimbang bahwa, Terdakwa tekah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal ayat 363 
ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Barang siapa 
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik 
orang lain untuk dimilik secara melawan hukum; 





4. Dilakukan pada waktu malam ; 
Menimbang bahwa, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan unsur-
unsurnya sebagai berikut: 
Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; 
Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah setiap 
subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung 
jawabkan perbuatannya. Bahwa selama persidangan identitas Terdakwa 
yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata sama 
dengan identitas Terdakwa sendiri ; 
Menimbang bahwa, unsur “Barangsiapa” juga disini dimaksudkan adalah 
siapa saja subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat 
dipertanggung  jawabkan menurut hukum-hukum. Fakta-fakta di 
persidangan serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa 
Terdakwa AA adalah pelakunya dan Terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, 
maka berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “barangsiapa” telah 
terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; 
 
Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain untuk  dimiliki secara melawan hukum”; 
Menimbang bahwa, mengambil maksudnya memindahkan sesuatu dari 
suatu tempat ke tempat lain, barang adalah segala sesuatu yang 
berwujud termasuk pula daya listrik dan gas, sedangkan yang dimaksud 
dengan “yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah 
barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain selain 
Terdakwa ; 
Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta/feiten dipersidangan yang 
menerangkan bahwa benar Terdakwa ternyata telah mengakui di 
persidangan mengambil 1 (satu) sepeda lipat Doppelgangger milik dari 
saksi korban BA Pada hari Kamis 05 Januari 2012  sekitar pukul 02.00 






Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi AC (terdakwa dalam 
berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa yang mempunyai niat 
untuk masuk rumah saksi korban adalah saksi sendiri, lalu kemudian 
terdakwa bersama saksi AB. Hanya mengikuti kemauan saksi AC. 
Dengan pembagian tugas yaitu saksi AB. menyuruh saksi AC untuk 
berjaga-jaga didepan, sedangkan saksi AB Masuk kedalam rumah 
kontrakan saksi korban, saksi AB mengambil beberapa barang milik 
korban diantaranya sepeda lipat, lalu di bawah saksi keluar dan 
diberikan kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa bersama saksi AC 
membawa sepeda lipa tersebut kerumah terdakwa, sedangkan  
berdasarkan keterangan saksi AB Juga menerangkan masih mengambil 
beberapa barang milik korban tanpa sepengetahuan oleh terdakwa dan 
saksi AC. 
Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim 
berpendapat bahwa ia terdakwa telah ternyata mengambil barang yaitu 
berupa sepeda lipat, tidaklah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi 
korban. Dimana berdasarkan keterangan saksi korban di persidangan 
menerangkan bahwa saksi korban ketika itu masih berada di Jakarta, 
dan sama sekali tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang-
barang miliknya, sehingga dengan demikian maka unsur “mengambil 
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk 
dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
 
Ad.3 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ; 
Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah 
ternyata terungkap bahwa yang melakukan perbuatan dengan cara 
mengambil 1 (satu) sepeda lipat milik korban BA adalah saksi AB yang 
memberikan kepada sepeda lipat tersebut kerumah terdakwa, dan hal ini 
juga diperkuat pengakuan Terdakwa dipersidangan serta keterangan 
saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan 
pidana yang dilakukan terdakwa tidaklah secara tersendiri, akan tetapi 





orang atau lebih dengan demikian unsur ini pula telah terpenuhi 
terhadap diri Terdakwa ; 
Ad.4 Unsur “dilakukan pada waktu malam” 
Menimbang bahwa, kejadian pengambilan barang berupa sepeda milik 
korban  BA di lakukan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 sekitar 
pukul 02.00 wita (malam hari) bertempat di Perumahan Regency Maros 
di rumah kontrakan saksi korban, Hakim berpendapat bahwa telah 
ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan 
saksi AB dan saksi AC  Dapatlah dikualifikasikan unsurnya sebagai 
perbuatan pidana yang dilakukan pada malam hari, karena berdasarkan 
fakta-fakta yang dipersidangan para saksi mau keterangan terdakwa 
sendiri menerangkan bahwa kejahatan itu dilakukan di waktu malam hari 
tepatnya pukul 02.00 wita, sehingga dengan demikian maka unsur 
“dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi secara sah dan 
meyakinkan” ; 
Menimbang bahwa, dengan demikian maka terdakwa telah ternyata 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 2 
KUHPidana 
 
Menimbang bahwa, oleh karena karena Terdakwa masih di kategorikan 
anak-anak dan bedasarkan Kesimpulan Hasil LITMAS Terdakwa dapat 
dipidana seringan-ringannya dengan mempertimbangkan bahwa 
terdakwa menjalani tahanan sudah merupakan hukuman bagi terdakwa. 
Dan Terdakwa kiranya dapat dikembalikan kepada orangtuanya 
mengingat terdakwa masih ingin bersekolah lagi ;  
Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan 
dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 
melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim 
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus 





Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, 
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang 
didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana  
Menimbang bahwa, Terdakwa adalah tergolong masih anak-anak dan 
belum dewasa, maka Hakim akan mempertimbangkannya sesuai 
dengan undang-undang dalam Peradilan Anak yang berlaku demi 
kepentingan si anak, dan kiranya dapat memberikan efek jera untuk 
tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan perlu mendapat bimbingan 
dari kedua orang tuanya ketika selesai menjalani hukuman pidana 
tersebut ; 
Menimbang bahwa, terhadap tuntutan dari Jaksa penuntut Umum, 
Hakim berpendapat tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa 
yang masih tergolong anak-anak, karena berdasarkan fakta di 
persidangan terlah ternyata secara jelas menerangkan menerangkan 
bahwa yang mengambil seluruh barang –barang milik korban didalam 
rumah korban adalah saksi …… sedangkan terdakwa hanyalah 
melaksanakan perintah dari saksi ….. untuk membawa sepedalipat 
tersebut kerumah terdakwa. Dan yang menjual sepeda lipat milik korban 
tersebut adalah saksi …. Yang merupakan kakak kandung terdakwa 
sendiri, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada terdakwa 
adik kandungnya, sehingga untuk menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa yang masih anak anak, disamping harus melihat ketentuan 
legal justice yaitu bagaimana pidana tersebut moral tidak menimbulkan 
gejolak social serta social justice yaitu memperhatikan dampak social 
sehingga dapat dicapai minimal keadilan hokum (legal justice) keadilan 
moral (moral justice) dan keadilan social (social justice);  
Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatau 
pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu 
mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : 
1. Pembetulan (Corektik) ; 
2. Pendidikan (Educative) ; 
3. Pencegahan (Prepentif); 






Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip 
pemidanaan khususnya pasal 363 ayat 2 KUHPidana maka pemidanaan 
yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat 
bagi terhukum, oleh karena itu maka Hakim sudah seharusnya 
menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula 
dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;  
 
Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, 
maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam 
menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ; 
 
Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman hukuman bagi 
terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa : 
Hal-hal yang memberatkan ; 
1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; 
Hal-hal yang meringankan ; 
1. Terdakwa belum pernah di hukum ; 
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; 
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; 
4. Terdakwa masih anak-anak dan masih ingin melanjutkan sekolahnya 
; 
Menimbang bahwa, Terdakwa dalam tahanan, maka masa penahanan 
tersebut dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan ; 
Menimbang bahwa, kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang 
besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ; 
 
5. Amar Putusan 





1) Menyatakan  Terdakwa AA terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tidak pidana “pencurian dengan pemberatan” ; 
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 
selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ; 
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanin oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruh dari pidanan yang di jatuhkan ; 
4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; 
5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu); 
 
6. Komentar Penulis 
a. Surat Dakwaan 
`  Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang dituangkan dalam Surat 
Dakwaan tanggal 11 April 2012 Nomor : PDM-32/Mrs/Ep.01/04/2012 
telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 (2) 
KUHAP. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : 
  Adapun ketentuan Pasal 143 KUHAP sebagai berikut: 
(1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri 
dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut 
disertai dengan surat dakwaan. 
(2) Penuntut umum membuat surat dakawaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani  serta berisi: 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka. 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat  tindak pidana itu dilakukan. 
(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 





(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan 
disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat 
hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan  dengan 





Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini telah bersesuaian 
dengan dakwaan, yakni menuntut agar terdakwa dinyatakan 
bersalah melanggar Pasal 363 (2) KUHP, dengan hukuman penjara 
selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan dan perintah tetap ditahan. 
 Menurut Penulis, tuntutan ini sudah tepat, karena berdasarkan 
fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa telah 
memenuhi unsur Pasal 363 (2) KUHP.  
Pasal 363 (2) KUHP memuat ancaman pidana maksimal 7 tahun 
penjara, hal ini berarti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan anak, hanya bisa dijatuhkan terhadap anak 
maksimal ½  dari ancaman tersbut. Tuntutan jaksa agar terdakwa 
dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sudah memenuhi 
ketentuan dan rasa keadilan.  
 Kekurangan dari tuntutan Jaksa dalam perkara ini adalah 





pencurian akan dijadikan barang bukti dalam perkara lain yang 
selanjutnya akan dikembalikan kepada yang berhak, sehingga ini 
juga mempengaruhi amar putusan hakim. 
c. Pertimbangan Hakim 
 Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini, sudah 
sesuai dengan Hukum pidana (baik formil maupun materil). 
Majelis telah mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
Keterangan terdakwa dan keterangan para saksi, yang kesemuanya 
bersesuaian menujukkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan 
perbuatan dan memenuhi unsur delik sebagaimana didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum.  
 Selain unsur perbuatan yang telah dipertimbangkan oleh 
Majelis hakim, juga telah mempertimbangkan unsur diri terdakwa 
(pelaku) yang juga telah memenuhi syarat pemidanaan. Tidak ada 
alasan yang menghapuskan pemidanaan, baik alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf.  
 Hal yang terpenting lagi dipertimbangkan oleh majelis adalah 
pertimbangan yang diberikan oleh Litmas yang pada pokoknya Telah 
pula mendengar secara lisan dari Litmas yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian di jelaskan bahwa 





Terdakwa dapat dihukum yang seiringan-ringannya ataukah 
dikembalikan kepada orang tuanya karena masih perlu mendapatkan 
bimbingan. Pertimbangan ini juga merupakan syarat yang ditentukan 
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. Tanpa pertimbangan ini, putusan dinyatakan batal demi 
hukum. 
d. Amar Putusan 
Amar putusan dalam Putusan Nomor: 89/Pid. 
Sus/2012/PN.Mrs, dibuat berdasarkan semua pertimbangan hakim. 
Secara keseluruhan Putusan hakim yang berisikan pemidanaan telah 
memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 197 KUHP.  
Mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, 
menurut Penulis, hal ini sudah tepat dan sangat sependapat dengan 
majelis yang telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan 
terlebih lagi dikaitkan dengan umur pelaku yang masih tergolong 
anak menurut undang-undang. Majelis mempertimbangkan bahwa 
Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatau 
pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional 
yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : 
1. Pembetulan (Corektik) ; 
2. Pendidikan (Educative) ; 
3. Pencegahan (Prepentif); 
4. Pemberantasan (Represif) ; 
Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-
prinsip pemidanaan khususnya pasal 363 ayat 2 KUHPidana maka 
pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan 
serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu maka Hakim sudah 





dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah 
dilakukannya. 
Pidana; dan jenis penjatuhan Pidana pada Persidangan Anak 
diatur dalam Pasal 22 – 32 Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 1997 
dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana 
atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat pidana 
Pokok dan Pidana Tambahan. 
- Pidana Pokok Terdiri dari : 
 Pidana penjara 
Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997  
1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak 
Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
huruf a, paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum 
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
2. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan htindak pidana 
yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut 





3. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 
(dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang 
diancam pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya 
dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. 
4. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 
(dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang yang 
tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana 
penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal 
tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana 










1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang 
melakukan Pencurian  dalam Putusan nomor: 89/Pid. Sus/2012/PN.Mrs, 
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Majelis telah 
mempertimbangan : Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
keterangan saksi-saksi,  keterangan terdakwa dan pembelaannya, yang 
kesemuanya bersesuaian mengungkapkan fakta bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (2) KUHP. 
Selain itu Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan semua syarat 
pemidanaan yang meliputi syarat obyektif yakni memenuhi unsur delik, 
bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar, dan syarat 
subyektif berupa ada kesalahan, mampu bertanggung jawab dan tidak ada 
alasan pemaaf. 
2. Penjatuhan sanksi terhadap anak anak sebagai pelaku Tindak Pidana 
Pencurian dalam Putusan nomor 89/Pid.Sus/2012/PN.Maros telah sesuai 
dengan ketentuan Hukum Pidana yakni selain yang diatur dalam KUHAP, 






B.Saran – Saran   
Seyogyanya Hakim dalam mejatuhkan putusan tetap memperhatikan 
kepentingan pelaku sebagai seorang anak yang telah diberikan perlakuan 
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